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MOTTO

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu
loncatan yang paling baik menuju kesuksesan." (Dale Carnegie)

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita
kehilangan semangat.”. (Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, Taburan cinta dan kasih
sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau
berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan
salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang kukasihi dan kusayangi.
Orangtua Terkasih

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang mendampingi dari awal
perkuliahan sampai penulisan skripisi ini, selalu memberi dukungan dalam

bentuk apapun dan tak lupa selalu mendoakan untuk keberhasilan saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. sebagai
pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. sebagai
pembimbing kedua yang sudah membimbing, mengarahkan, memberi saran,

ilmu, serta memberikan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian.
Teman - teman

Terima kasih kepada teman - teman dan sahabat - sahabat saya yang telah

memberikan saran dan dorongan untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

viii



RINGKASAN

Setiawan Joedy, Juni 2023. PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK
DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA
KEPOLISIAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama:
Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping:
Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku alat negara, dalam
upaya memelihara keamanan dalam negeri, memiliki fungsi yang meliputi
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu selaras dengan yang tertuang
dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi “Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Dalam hal kasus pidana, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana
artinya telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota
polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi,
dan martabat institusi. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik
akan diperiksa secara internal dan apabila terbukti, pelanggar akan dijatuhi
sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik
tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang
bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana
tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi
disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Tujuan dari penelitian skripsi adalah suatu kegiatan penelitian tentu saja
memiliki sesuatu tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan
penelitian ini tidak lain memberi arah dalam Langkah agar sesuai dengan
maksud dari penelitian itu sendiri , Adapun tujuan untuk mengetahui Kapan
oknum polisi di periksa di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak
pidana dan untuk mengetahui Dapatkah oknum anggota yang diduga
melakukan tindak pidana tidak dilakukan pemeriksaan di sidang kode etik

Penelitian yang suka gunakan dalam proposal penelitian adalah tipe
penelitian menggunakan pendekatan Dokrinal / (Docrinal Research) yaitu
suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku
(law as written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim



melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial
process). Penelitian ini perlu memahami adanya kekaburan Norma pada
Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

hasil penelitian bahwa :

1. Waktu dan prosedur pemeriksaan oknum polisi di sidang kode etik
karena diduga melakukan tindak pidana dapat berbeda-beda tergantung
pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.proses
hukum pidana dan proses hukum disiplin atau etik. Pertama, proses
hukum pidana akan berjalan melalui sistem peradilan pidana biasa. Jika
ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan pidana, oknum polisi
tersebut akan diadili di pengadilan pidana yang berwenang. Ini akan
melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan yang
melibatkan jaksa penuntut dan pengacara. Kedua, dalam beberapa kasus,
oknum polisi tersebut juga dapat diperiksa di sidang kode etik yang
dijalankan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang mengatur
perilaku anggota polisi. Sidang kode etik ini bertujuan untuk
menentukan apakah oknum polisi tersebut telah melanggar standar etika
atau peraturan perilaku yang berlaku di kepolisian. Jika terbukti
bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin seperti peringatan,
penangguhan, pemecatan, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan
yang berlaku

2. Proses hukum disiplin atau etik dirancang untuk menangani pelanggaran
standar etika atau perilaku yang dilakukan oleh anggota suatu profesi
atau organisasi. Dalam beberapa kasus, tindakan pidana yang dilakukan
oleh seorang anggota dapat berdampak pada proses hukum disiplin atau
etik yang berlaku di dalam organisasi atau profesi mereka. Namun,
tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku, ada
kemungkinan bahwa tindakan pidana dan pelanggaran etika dapat
diproses secara terpisah. Dalam beberapa situasi, tindakan pidana yang
diduga dilakukan oleh seorang anggota dapat menjadi dasar untuk
mengajukan tuduhan pelanggaran etika. Namun, proses hukum disiplin
atau etik biasanya berfokus pada pertanyaan apakah anggota tersebut
telah melanggar kode etik atau standar perilaku yang ditetapkan oleh
organisasi atau profesi mereka, daripada memutuskan apakah mereka
bersalah secara pidana. Peraturan dan prosedur yang mengatur hukuman
atau sanksi dalam proses hukum disiplin atau etik akan bervariasi
tergantung pada yurisdiksi dan organisasi yang terlibat. Oleh karena itu,
penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di



yurisdiksi atau organisasi yang relevan untuk memahami bagaimana
tindakan pidana dan pelanggaran etik dapat diproses dan diadili.
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ABSTRAK

Setiawan Joedy, Juni 2023. PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK
DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA
KEPOLISIAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama:
Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping:
Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Secara teknis menentukan bagaimana prosedur sidang kode etik, kapan
oknum polisi bisa di sidang etik, pemberhentian secara tidak hormat, dan
dapatkah polisi yang melakukan tindak pidana tidak di sidang etik, hal
tersebut menimbulkan pertanyaan diantaranya Kapan oknum polisi di
periksa di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak pidana dan
Dapatkah oknum anggota yang diduga melakukan tindak pidana tidak
dilakukan pemeriksaan di sidang kode etik.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama
Pertama, proses hukum pidana akan berjalan melalui sistem peradilan
pidana biasa. Jika ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan pidana,
oknum polisi tersebut akan diadili di pengadilan pidana yang berwenang. Ini
akan melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan yang
melibatkan jaksa penuntut dan pengacara. Kedua, dalam beberapa kasus,
oknum polisi tersebut juga dapat diperiksa di sidang kode etik yang
dijalankan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang mengatur perilaku
anggota polisi. Sidang kode etik ini bertujuan untuk menentukan apakah
oknum polisi tersebut telah melanggar standar etika atau peraturan perilaku
yang berlaku di kepolisian. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan
sanksi disiplin seperti peringatan, penangguhan, pemecatan, atau tindakan
lain sesuai dengan peraturan yang berlaku Kedua : Proses hukum disiplin
atau etik dirancang untuk menangani pelanggaran standar etika atau perilaku
yang dilakukan oleh anggota suatu profesi atau organisasi. Dalam beberapa
kasus, tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang anggota dapat
berdampak pada proses hukum disiplin atau etik yang berlaku di dalam
organisasi atau profesi mereka. Namun, tergantung pada yurisdiksi dan
peraturan yang berlaku, ada kemungkinan bahwa tindakan pidana dan
pelanggaran etika dapat diproses secara terpisah. Dalam beberapa situasi,
tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh seorang anggota dapat menjadi
dasar untuk mengajukan tuduhan pelanggaran etika. Namun, proses hukum
disiplin atau etik biasanya berfokus pada pertanyaan apakah anggota
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tersebut telah melanggar kode etik atau standar perilaku yang ditetapkan
oleh organisasi atau profesi mereka, daripada memutuskan apakah mereka
bersalah secara pidana. Peraturan dan prosedur yang mengatur hukuman
atau sanksi dalam proses hukum disiplin atau etik akan bervariasi tergantung
pada yurisdiksi dan organisasi yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk
mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi atau
organisasi yang relevan untuk memahami bagaimana tindakan pidana dan
pelanggaran etik dapat diproses dan diadili.

Kata kunci (keyword): Kode Etik , Kepolisian , Penyelesaian Perkara
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